h Pertama (SMP) NEGERI SATAP 04

V d tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu

untuk berikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI

SATAP 04 WAESAMA.

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas,
maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru

Selatan.

Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan
di Provinsi Maluku
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 3925) ;

5. Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan

| Dewan Komite Sekolah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang
Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)
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Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;

Bupati Buru Selatan di Namrole;
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Waesama di Wamsisi;

Arsip;

bl o
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